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MOTTO 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak."  
(Aldus Huxley) 
"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya"  
(Ali Bin Abi Thalib) 
"Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan 
kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya." 
 (Joseph Addison) 
"Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan 
kasihnya yang tidak diketahui orang lain."  
(William Wordsworth) 
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Abstrak 
Sri Haryono. S3501308055. TATA CARA PENGADAAN TANAH BAGI 
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG MENJAMIN 
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum). 2016. Program Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji mengenaibagaimana tata cara pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 
2012 dan kelemahannya dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. 
Penelitian ini menurut jenisnya adalah penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif, lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Jenis data 
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan 
wawancara dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
kualitatif dengan model interaktif 
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 
maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan 
hukum pihak yang berhak. Bilapadatahapgantirugiadapihak yang 
keberatandapatmenempuhjalurhukummelaluiPengadilanNegerisetempatsampaide
ngankasasi.Sedangkankelemahan yang terdapatdalamUndang-Undang No. 2 
Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah 
bagipembangunankhususnyabagipengadaantanahuntukkepentinganumumadalahka
renaadanyakekaburandefinisi, 
dalampenetapangantirugiterdapatpelanggarankonsepsihukumtanahnasionalmenge
naiprinsipdasarperolehanhakatastanahuntukmasyarakatdenganmengedepankanlem
bagaperadilandalampenyelesaiandanfaktapsikologismasyarakat yang 
bergeserdarimasyarakatkomunalke individual. 
Pemerintahperlumelakukansosialisasisecaramaksimaldanintensifterhadapu
ndang-
undangtentangpengadaantanahbagipembangunan.Pengawasanjugadiperlukanuntu
kmengetahuikendaladalampelaksanaanundang-undangtersebut. 
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Abstract 
 
Sri Haryono. S3501308055. LAND ACQUISITION PROCEDURES FOR 
DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST LEGAL STANDING OF THE 
WARRANT HOLDERS OF LAND (Based on Law No. 2 of 2012 on Land 
Procurement for Development in the Public Interest). 2016. Program Notary Law 
Faculty, University of March. 
This research studies on how the procedure of land acquisition for the 
construction of the public interest under the Act No. 2 of 2012 and the weaknesses 
and obstacles encountered in the implementation of land procurement for 
development for the public interest. 
This study by type is descriptive empirical research, research sites in Boyolali 
District Land Office. Data types include primary data and secondary data. Data 
collection techniques with interviews and literature. Data were analyzed using 
qualitative analysis techniques with interactive models. 
Based on the description of the results of research and discussion obtained it 
can be concluded that the land procurement for public interest aims at providing 
land for implementation of development in order to improve the welfare and 
prosperity of society, while ensuring legal interest beneficiaries. If at this stage there 
is the compensation that the objection may take legal action through the local 
District Court to the Supreme Court. While there are obstacles in the 
implementation of Law No. 2 In 2012 on Land Procurement for development, 
especially for land procurement for public interest is due to the vagueness of the 
definition of public interest, in the determination of damages there is no breach of 
national land law conception of the basic principles of acquisition of land for the 
public by promoting the judiciary in its completion. 
The government needs to socialize fullest and intensified against the law on 
land acquisition for development. Supervision is also necessary to know the 
constraints in the implementation of the law. 
Keywords: Land, Development, Public Interest 
 
